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ABSTRACT
Artikel ini memaparkan kerjasama internasional antara Kepolisian Daerah
Kalimantan Barat dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak dalam
pemberantasan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan. Tujuan penelitian
ini yaitu untuk mengetahui alasan atau faktor pendorong Kepolisian Daerah
Kalimantan Barat menjalin kerjasama pemberantasan kejahatan lintas batas
(transnational crime). Peneliti menemukan bahwa kerjasama pemberantasan
kejahatan transnasional dilatarbelakangi oleh meningkatnya kejahatan lintas
batas di wilayah Kalimantan Barat dan telah mengancam keamanan dan ketertiban
masyarakat. Metode penelitian deskriptif-kualitatif yang digunakan melalui library
research dan wawancara (indepth interview). Dari hasil analisa menggunakan
teori kerjasama internasional K.J. Holsti terdapat faktor internal dan ekternal yaitu
(1) untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, (2) menghindari
pengalihan beban dan tanggung jawab, (3) memenuhi kebutuhan pertukaran
informasi dan penanganan secara konprehensif, (4) menyadari bahwa kejahatan
transnasional merupakan bentuk ancaman keamanan bersama, (5) masalah
kejahatan transnasional sudah mengancam kamtibmas, stabilitas dan keamanan

negara, (6) menghadang masuknya kejahatan transnasional melalui jalur darat

! Mahasiswa Hubungan Internasional Fisip Unwahas Angkatan 2015
2 Dosen Fisip Universitas Wahid Hasyim Semarang
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kawasan perbatasan. Melalui kerjasama ini, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
terus meningkatkan komitmen upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan

transnasional di wilayah otorita nya.

Kata-kata kunci: Kerjasama Internasional, Transnational Crime, Polda Kalbar,

Faktor Pendorong Kerjasama.

ABSTRACT
This article presents the international cooperation between Regional Police of West
Kalimantan and Polis Diraja Malaysia Kontinjen Sarawak (PDRM) in eradicating
transnational crime in the border region. The purpose of this research is to know
the reason or the driving factor of Regional Police of West Kalimantan estabilished
close cooperation on cross-border crime eradication (transnational crime).
Researcher found that cooperation for the eradication of transnational crime
effected by increasing cross-border crime in the region of West Kalimantan had
threatened the safety and order of society. Descriptive-qualitative research
methods are used through library research and interviews (indepth interview).
From the results of the analysis using the theory of international cooperation K.J.
Holsti there are internal factors and ekternal are (1) to enhance the capacity of law
enforcement agencies, (2) avoiding the transfer of the burden and responsibility,
(3) meet the needs of the exchange of information and handling in konprehensif, (4)
Recognizing that transnational crime is a form of shared security threats, (5) the
issue of transnational crime has already threatened the safety and order of society,
stability and security of the State, (6) combat entry of transnational crime by road
area of the border. Through this partnership, Regional Police of West Kalimantan
continue to increase prevention efforts and commitment to the eradication of

transnational crime in the region of his authority.

Keywords: International Cooperation, Transnational Crime, Regional Police of

West Kalimantan, Driving Factors Co-operation.
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PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang

Memiliki garis panjang perbatasan yang sedemikian rupa
tentunya menyimpan potensi permasalahan, baik permasalahan yang
berdimensi lokal dan domestik maupun regional antar negara.
Permasalahan-permasalahan yang berdimensi regional antar negara
dapat berupa kesenjangan sosial ekonomi antar penduduk negeri sendiri
dengan negara tetangga, pergeseran atau hilangnya patok tapat batas
negara, serta kasus-kasus lainya yang beraspek antar negara
(transnational crime). Kalimantan Barat sangat rawan terhadap
praktek-praktek kejahatan transnasional, seperti trafficking in person,
penyedupan narkoba, illegal logging, TKI ilegal dan sebagainya karena
merupakan akses yang sangat strategis bagi pelaku kejahatan untuk
merekrut dan menuju negara tetangga Malaysia terutama ke wilayah
Sarawak.

Tercatat pada tahun 2016-2017 ada kenaikan kejahatan
transnasional di wilayah Kalimantan Barat dari 54 kasus menjadi 642
kasus yang diketahui. Hal ini menunjukan bahwa potensi kejahatan
transnasional di wilayah ini cukup tinggi, bahkan marak seiring dengan
meningkatnya kemampuan mobilitas warga antar negara. Tentunya,
akan berdampak pada meningkatnya pergerakan maupun variasi modus
kejahatan lintas negara.

Kejahatan lintas negara ini juga sangat memberikan dampak pada
situasi gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat)
serta kedaulatan negara. Perkembangan model kejahatan di era-
kontemporer kini bergeser dari lingkup wilayah suatu negara tertentu
menuju wilayah negara-negara lainnya. Kejahatan yang melintasi batas
negara tentunya memberikan ancaman bagi keutuhan dan stabilitas
keamanan negara, regional, serta dunia.

Berbagai penyimpangan yang dapat dilakukan, seperti

pengekploitasian sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya

Ahmad Syahrial
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manusia (SDM) yang sangat berlebihan sehingga berdapak pada
stabilitas keamanan lingkungan dan manusia. Munculnya masalah-
masalah, seperti kemiskinan dan kesenjangan pembangunan menjadi
salah satu penyebab terjadinya kejahatan yang bersifat transnasional.
Dengan sifatnya yang melewati batas wilayah kedaulatan suatu negara
dan berdampak pada negara lain, membuat kejahatan transnasional
menjadi sebuah ancaman keamanaan dunia.

Kerjasama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar)
dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak dalam
meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia
sudah terjalin sejak lama secara informal. Agenda pemberantasan
tindak kejahatan transnasional menjadikan suatu prioritas sangat
penting bagi kedua belah pihak mengingat panjangnya perbatasan jalur
darat Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia yang sangat rentan
terjadinya praktek ilegal. Dibukanya kerjasama antara Kepolisian
Daerah Kalimantan Barat dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen
Sarawak bertujuan untuk menciptakan keamanan di wilayah perbatasan
kedua negara terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan yang akan
terjadi. Kejahatan lintas negara (transnational crime) memiliki
karateristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang
kompleksitas kejahatan lintas batas negara antara lain adalah
globalisasi,migrasi atau pergerakan manusi, serta perkembangan
teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang pesat.

Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
transnational crime ini, perlu adanya kerjasama internasional antar
kedua belah pihak. Kerjasama bilateral antara kedua Kepolisian
merupakan hal yang “mutlak” perlu dan tidak dapat ditunda-tunda
pelaksanaannya. Kerjasama antar kepolisian diperlukan untuk
mempermudah penanganan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul baik di pihak

peminta maupun pihak diminta.

Ahmad Syahrial
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Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Menjalin Kerjasama Dengan
Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak Dalam
Pemberantasan Kejahatan Transnasional Di Wilayah Perbatasan ?
Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan atau faktor-
faktor pendorong Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sehingga
menjalin kerjasama dalam pemberantasan kejahatan transnasional
dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak di wilayah
perbatasan.
Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pengetahuan yang berguna bagi perkembangan keilmuan studi
hubungan internasional, khususnya kajian mengenai kerjasama
pemberantasan transnational crime. Selain itu juga diharapkan bisa
menjadi masukan atau informasi tambahan bagi pemerintah Indonesia
baik pusat maupun daerah khususnya Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam penanganan dan pemberantasan kejahatan lintas batas

negara.

METODE PENELITIAN

Tinjauan Pustaka

Kerjasama internasional adalah hubungan antar negara bangsa yang

memiliki tujuan berlandaskan kepentingan nasional. Pandangan atau

perspektif dalam studi hubungan internasional mengenai fenomena dan

permasalahan yang terjadi di lingkup nasional maupun internasional terdapat

beberapa perspektif. Salah satunya pendekatan perspektif liberalisme yang

berfokus pada optimisme sifat positif manusia, menghindari perperangan

390
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sehingga membutuhkan sesuatu yang dapat digunakan untuk meraih
perdamaian dunia. Karena perspektif liberalisme mengedepankan inter-

dependensi dan kerjasama (Anne-Marie Slaughter, 1995: 717-743).

Dalam jurnal Charles. A.McCleland yang berjudul The Fuctions of
Theory in International Relations mengatakan bahwa kerjasama internasional
merupakan alat internasional yang berfungsi untuk memberikan fasilitas dan
melayani kegiatan yang hampir tidak ada batasnya terdapat di dalam suatu
kerjasama internasional. Bentuk kerjasama internasional yang dilakukan
seperti ilmu pengetahuan, kekuasaan perusahaan internasional, pengumpulan
dan penyebaran berita dunia, komunikasi internasional antar gereja, profesi,
serikat-serikat kerja dan badan-badan pemerintah dalam mengejar lain-lain
kegiatan yang terorganisir.

Hubungan kerjasama internasional muncul karena kebutuhan dan
keadaan di dalam masing-masing negara serta kemampuan dan potensi setiap
negara tentunya tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan
kerjasama untuk mencapai kepentingan yang ada di negara lainnya.
Kerjasama internasional merupakan hal terpenting untuk dipelihara dan
diadakan dengan adanya pengaturan yang kemudian dimanfaatkan secara
maksimal sehingga menciptakan rasa pengertian dan persahaban antar
negara. kerjasama dalam politik internasional adalah hubungan timbal balik
antara dua atau lebih aktor internasional negara berdasarkan pasarasa saling
ketergantungan atau interdependensi (Jackson, Robert dan Sorenson, George,
2013:183).

Kerjasama internasional menurut K.J Holsti dapat didefinisikan sebagai
berikut:

1)  Adanya pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan
saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau
dipenuhi oleh semua pihak sekaligus,

2) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang
diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk

mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.,

Ahmad Syahrial
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Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih
dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan
kepentingan,
Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang
dilakukan untuk melaksanakan persetujuan,
Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

K.J. Hosti menjelaskan alasan-alasan mengapa negara melakukan

kerjasama dengan negara lain yaitu:

1)

2)
3)
4)

Meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara, banyak negara yang
melakukan kerjasama dengan negara lain untuk mengurangi biaya yang
harus di negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan
dalam negeri karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara.
Meningkatkan efisiensi pengurangan biaya.

Adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh
tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap
negara lain.

K.J. Hosti juga mengklasifikasikan kerjasama ke dalam bidang

kerjasama yang dilakukan, yaitu:

1)

2)

3)
4)

Kerjasama universal (global) yang melibatkan semua pihak di dunia
yang tergantung dalam suatu tujuan bersama atau yang dapat
disimpulkan sebagai integrasi internasional;

Kerjasama regional yang dilakukan oleh Negara-negara yang
berdekatan secara geografis, memiliki politik dan budaya yang relatif
sama namun struktur produktivitas dan kemampuan yang berbeda
mendorong mereka untuk melakukan kerjasama;

Kerjasama fungsional untuk mendukung fungsi dan tujuan bersama.
Kerjasama ideologis yang terjadi karena adanya kesamaan pandangan
terhadap ideologi yang dianut dan hal ini mempengaruhi prilaku

kerjasama yang dilakukan.

Ahmad Syahrial
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Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan
internasional meliputi bidang seperti ideologi, politik, sosial-ekonomi,
lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Kerjasama
internasional dalam mengatasi kasus kejahatan transnational crime adalah
bentuk kerjasama bidang keamanan (security cooperation). Dalam kerjasama
keamanan, aktor-aktor yang terlibat dalam pengimplementasikannya yaitu
badan-badan penegak hukum seperti Kepolisian, kementerian kehakiman
atau kementerian keamanan publik.

Dalam merespon kerjasama keamanan yang melibatkan keamanan
negara lain, badan penegak hukum suatu negara akan bekerja sama di bawah
kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui dengan menyesuaikan
peranturan undang-undang dan hukum di masing-masing negara. Dinamika
interaksi Indonesia-Malaysia khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan
Barat (Polda Kalbar) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak
sesungguhnya tidak terlepas dari ketergantungan mereka satu sama lainnya.
Keuntungan kerjasama lebih besar pengaruhnya dibanding konflik yang
terjadi akibat kedekatan geografis. Dari paparan kajian teori di atas, penulis
menarik kesimpulan bahwa teori kerjasama internasional menurut K.J. Holsti
akan digunakan sebagai acuan untuk mengetahui alasan atau faktor
pendorong Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menjalin kerjasama
pemebrantasan kejahatan transnasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
merupakan jenis deskriptif-kualitatif. Diawali dengan mengidentifikasi
permasalahan dan pertanyaan penelitian yang digunakan untuk memandu
kegiatan pengumpulan data dan penggalian informasi secara mendalam
terkait alasan atau faktor pendorong Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
menjali kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak
dalam pemberantasan kejahatan transnasional (transnational crime).

Berdasarkan kegiatan pengumpulan data dan penggalian informasi tersebut,
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dan juga setelah data dan informasi yang diperoleh dianalisis, diperoleh
gambaran yang semakin jelas untuk menjawab permasalahan penelitian.

Qualitative researchers collect data themselves through examining
documents, observing, behavior, or interviewing participants (Creswell, John
W, 2009:175).

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data akan di klasifikasikan
menurut objek atau ditentukan berdasarkan purposive yang menjadi
narasumber dalam penelitian.teknik pengumpulan data dalam pebeltian ini
adalah melalui data primer (wawancara) maupun sekunder (library research).
Untuk keperluan penelitian ini maka narasumber merupakan pelaku yang
terlibat secara langsung maupun pihak-pihak yang turut mendukung dan
berpartisipasi secara tidak langsung dalam kegiatan atau pelaksanaan
kerjasama tersebut yaitu Kepolisian Neagara Republik Indonesia (Polri)

khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara tetangga dan berbatasan langsung dengan Indonesia
terutama perbatasan darat wilayah Kalimantan, Malaysia mempunyai makna
yang sangat strategis bagi Indonesia dari segi politik keamanan, ekonomi
perdagangan serta sosial budaya. Hubungan kerjasama dengan Malaysia
menjadi salah satu kerjasama internasional yang sangat perlu dioptimalkan
oleh Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional. Walaupun sering kali
pasang surutnya hubungan kedua belah pihak akan dengan adanya asas saling
menguntungkan, kedekatan geografi maupun kesamaan budaya membuat
hubungan bilateral tetap berlangsung hingga sekarang.

Kerjasama perbatasan kedua negara dimulai dengan bidang keamanan
sejak tahun 1967. Kerjasama tersebut pertama kali dilakukan dalam
melaksanakan operasi terkoordinasi mengatasi sejumlah PGRS/Paraku dan
sisa-sisa G-30-S/PKI yang bergerak disepanjang perbatasan Kalimantan
Barat-Sarawak yang tentunya mengganggu stabilitas keamanan kedua

negara. Persetujuan mengenai Pengaturan Dalam Bidang Keamanan Daerah-
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Daerah Perbatasan direvisi pertama kali pada tahun 1972, dan revisi kedua
1984.

Hasil revisi kerjasama tahun 1972 adalah kedua negara sepakat untuk
mengikat kerjasama dalam suatu perjanjian keamanan di perbatasan kedua
negara, yaitu Security Arrangement 1972 dan disahkan di Kula Lumpur pada
tanggal 6 April 1972 oleh Menhankam/Pegab Jenderal TNI M. Pangabean
atas nama Pemerintah Repubik Indonesia dan Menteri Hal Thwal Dalam
Negeri Malaysia Tun DR Ismail Al-Haj Bin Dato Haji Abdul Rahman atas
nama Kerajaan Malaysia. Isu utama yang dibahas dalam revisi Security
Arrangement 1972 adalah adanya keinginan kedua negara (Indonesia-
Malaysia) untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan kerjasama anatara
kedua belah pihak dalam menengani masalah-masalah keamanan seperti
ancaman komunism sepanjang perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak
Malaysia. Implementasi dari Security Arrangement 1972, dibentuk Panitia
Umum Perbatasan yang disebut General Border Committee Malaysia-
Indonesia (GBC Malindo) pada Juli 1972 di Perapat, Sumatra Utara.

Jadi, GBC Malindo ini merupakan badan kerjasama bilateral anatara
Malaysia dan Indonesia dalam bidang militer dan pertahanan. GBC Malindo
merupakan forum lintas sektoral yang melaksanakan fungsi teknis dengan
melibatkan berbagai unsur antara lain angkatan bersenjata, kepolisian,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan institusi lain dari
kedua negara. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia turut
berperan aktif dalam pemberantasan kejahatan internasional terorganisir dan
tergabung dalam forum kerjasama International Criminal Police
Organization atau lebih dikenal dengan ICPO-Interpol. Merujuk pada pasal
22 Konstitusi ICPO-Interpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota
harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional
untuk menjamin hubungan dengan negara lain maka Pemerintah Indonesia
membentuk National Central Bureau (NCB-Interpol).

Indonseia telah berkomitmen dalam pemberantasan kejahatan lintas

negara terorganisir dibuktikan dengan meratifikasi konvensi PBB mengenai
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United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC

atau dikenal dengan Konvensi Palermo pada plenary meeting ke-62 tanggal

15 november 2000 dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 Tentang

Pengesahan United Nations Againts Transnational Organized Crime.

Perangkat hukum yang digunakan dalam kerjasama antara Kepolisian Negara

Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat dengan Polis Diraja Malaysia

(PDRM) Kaotinjen Sarawak dalam memberantas kejahatan transnasional

(transnational crime), tertuang di dalam perjanjian-perjanjian bilateral antara

lain yaitu:

1.  Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia, didalam warta
Malaysia nomor P.U. (A) 285-286 yang telah diratifikasi dalam
Undang-undang nomor 9 Tahun 1974 tentang pengesahan perjanjian
ekstradiksi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia
(Lembaran Negara No. 63 Tahun 1974 dan Tambahan Lembaran
Negara No. 3044 Tahun 1974,

2. Bantuan Timbal Balik Pidana (Mutual Legal Assistance),

3. Nota Kesepahaman (Memorendum of Understanding) Yyang
ditandatangani bersamaan dengan Sidang ASEANPOL ke-25 di Bali
tanggal 16-20 Mei 2005 tentang kesepakatan para Kepala Kepolisian
ASEAN dalam rangka Pemberantasan Kejahatan Transnasional
(Transnational Crime) dan Nota Kesepahaman antara Polda Kalbar dan
PDRM Kontinjen Sarawak Dalam Bentuk Koordinasi Pengamanan
Perbatasan,

4.  Revisi Protap Malindo No. 15 POLRI-PDRM tanggal 13 Desember
2007.

Munculnya masalah-masalah lintas batas negara pada dasarnya tidak
terlepas dari transformasi globalisasi yang pesat sehingga mempermudah
akses lalu lintas antar kedua wilayah ini. Di lain sisi, panjangnya garis
perbatasan dan strategisnya kondisi geografis wilayah Kalimantan Barat
dengan negara tetangga Malaysia khususnya negara bagian Sarawak

Malaysia timur tentunya menyimpan potensi permasalahan. Kesenjangan
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ekonomi penduduk, kemiskinan dan kesenjangan pembangunan dalam negeri
dengan negara tetangga di perbatasan menjadi salah satu penyebab terjadinya
kejahatan lintas batas di wilayah ini. Oleh karena itu, kerjasama bilateral antar
kepolisian kedua negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan
transnasional sangat di butuhkan sehingga menciptakan keamanan yang
kondusif di wilayah perbatasan.

Untuk mencapai kepentingan nasional setiap negara perlu melakukan
kerjasama sebagai wadah yang dapat memperlancar tujuannya. Kejahatan
akan semakin meningkat tanpa komunikasi, sehingga Kepolisian dua negara
perlu lebih giat memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman
terhadap masyarakat perbatasan. Praktek kejahatan transnasional juga sangat
merugikan negara karena lolosnya pendapatan pemerintah dari pajak
sehingga mesti dicegah.

Guna mencegah permasalahan ini, Polri melakukan pengerahan dan
peningkatan kapasitas pesonil serta bekerjasama dengan Tentara Nasional
Indonsia dan otoritas berwenang lainnya seperti Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda). Untuk merespon ragam tantangan kejahatan transnasional
yang bersifat cross border sehingga tidak ada satu negara pun yang terlepas
dari sasaran sindikat kejahatan lintas batas (transnational crime) termasuk
Indonesia sehingga sangat dibutuhkan kerja sama penegak hukum antara
negara yang satu dan negara lain. Karena sifatnya yang lintas batas tersebut,
masalah kejahatan transnasional tidak mungkin bisa di selesaikan sendiri.

Dalam hal ini, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat memperluas
kerjasama bilateral dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen
Sarawak Malaysia yang tentunya terkoordinasi dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia (POLRI). Maraknya kejahatan lintas batas ke dalam
negeri menjadi bukti bahwa negara Indonesia sebagai target bagi perilaku
kejahatan transnasional terorganisir sehingga mendorong Kepolisian Daerah
Kalimantan Barat perlu menjalin kerja sama. Kepolisian Daerah Kalimantan

Barat menyadari bahwa ada beberapa alasan atau faktor utama dalam
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melakukan kerja sama yang terbagi atas faktor internal dan eksternal, antara
lain :
1.  Faktor Internal
Faktor domestik yang mempengaruhi Kepolisian Daerah
Kalimantan Barat dalam menjalin kerjasama pemberantasan kejahatan
lintas batas yaitu adanya kekurangan kapasitas penegak hukum,
menghidari pengalihan beban dan tanggung jawab serta pertukaran
informasi. Kerjasama yang dilakukan Kepolisian Daerah Kalimantan
tidak terlepas dari kepentingan instansinya sendiri. Adapun alasan atau
faktor internal menjalin kerjasama pemberantasan kejahatan
transnasional dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen
Sarawak meliputi:
a. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Penegak Hukum
Minimnya kapasitas aparatur penegak hukum dalam
menampung dan memproses tumpukan kasus tersebut secara
individual sehingga sangat dibutuhkan kerjasama internasional
yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan
lintas batas negara. Segala bentuk tindak kejahatan transnasional
tersebut sangat mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik,
keamanan atau stabilitas perdamaian di wilayah Indonesia
khususnya Kalimantan Barat (hasil wawancara bersama AKBP
Syahril Saharda, S.IK., M.Si.). Pendidikan dan pelatihan khusus
dalam menangani kasus kejahatan transnasional yang diberikan
kepada personil penegak hukum nasional (Polri) tentunya masih
sangat membutuhkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat
penegak hukum negara lain untuk meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia (SDM) sehingga membuat sesuatu hal yang
tak terhindarkan mengingat adanya peningkatan kualitas dan
kuantitas dari pelaku kejahatan transnasional ke arah organisasi
kejahatan transnasional dan menunjukan kerjasama yang bersifat

regional maupun internasional, Bentuk kerjasama peningkatan
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pengembangan kapasitas aparat penegak hukum meliputi
pelatihan, pendidikan, seminar, networking, joint exercise serta
kujungan muhibah dan koordinasi/mesyuarat timbal balas kedua
kepolisian.
Menghindari Pengalihan Beban dan Tanggung Jawab
Dalam penanganan masalah kejahatan transnasional,
negara atau instansi terkait khususnya kedua kepolisian harus
bersama-sama mencari akar permasalahan kemudian dipecahkan
dan juga harus mengindari adanya penglimpahan atau pengalihan
beban kepada pihak lain serta tanggung jawab bersama antara
negara asal maupun tujuan dalam menganani kasus tersebut.
kejahatan lintas batas ini tentunya melibatkan warga kedua
negara sehingga perlu komunikasi dalam penanganan dan
penumpasan kasus secara bersama (hasil wawancara bersama
Kompol Sri Sulasmini, S.H., M.H.). Terkait dengan persoalan
pertanggungjawaban negara dikenal dengan suatu prinsip yang
menyatakan bahwa negara yang dirugikan berhak mendapatkan
ganti rugi atas kerugian dideritanya dalam hal ini mengenai
dampak kejahatan transnasional yang tentunya persoalan ini
hakikatnya menyentuh kedaulatan suatu negara.
Memenuhi  Kebutuhan Pertukaran Informasi dan
Penanganan Secara Komprehensif
Banyaknya kasus kejahatan yang masuk ke wilayah
Kalimantan Barat melalui jalur darat dari Sarawak Malaysia
mendorong Polda Kalbar untuk melakukan berbagai upaya
pecegahan dan penanganan. Namun, dengan kondisi yang sedang
dihadapi kerjasama bilateal tentunya sangat sulit dihindarkan.
Bentuk koordinasi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan
PDRM Kontinjen Sarawak dengan melakukan kerjasama
pertukaran informasi sebagai upaya penanggulangan dan

pemberantasan sumber-sumber pemasokan atau tindakan-
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tindakan kejahatan lintas batas dirasakan sangat penting untuk
mendapatkan pengalaman dalam metode penyelidikan, modus
operasi yang dilakukan, penerapan instrumen teknis baru dalam
pelatihan serta pertukaran informasi dengan teknologi modern
dalam mendeteksi pelaku kejahatan (hasil wawancara bersama
Kompol Sri Sulasmini, S.H., M.H.). Kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi pada akhir-akhir ini banyak dimanfaatkan secara
tidak bertanggungjawab oleh pelaku tindak kejahatan
transnasional, antara lain dalam upaya meloloskan diri dari
tuntutan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan.
Tindakan ini jelas dapat mempersulit upaya penyelidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu
masalah yang timbul baik di pihak peminta maupun pihak
diminta.

Pertukaran informasi pelaku kejahatan lintas batas
memberikan kemudahan dalam penangan kasus tersebut.
Informasi yang didapatkan oleh pihak Polda Kalbar saat
melakukan penangkapan dan penyelidikan serta hasilnya akan di
teruskan ke pihak PDRM Kontinjen Sarawak secara langsung
(komunikasi telpon atau surat) maupun melalui Liaison officer
(LO) Malaysia Police di Pontianak (hasil wawancara bersama
Kompol Sri Sulasmini, S.H., M.H.). Dalam hal ini bertujuan
untuk mempermudah dalam melakukan penangkapan atau
penyelidikan jaringan kejahatan di wilayah Sarawak Malaysia.
Dengan demikian, dalam upaya pemberantasan kejahatan
haruslah secara komprehensif, sistematis, sekaligus sinergis antar
kedua belah pihak sangat mutlak dilakukan dan kerja sama tidak

dapat ditunda-tunda pelaksanaannya.
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Faktor Eksternal

Selain dari faktor internal instansi Kepolisian Daerah Kalimantan

Barat itu sendiri, adapula alasan atau faktor non domestik yang

mempengaruhi  jalinan  kerjasama  pemberantasan  kejahatan

transnasional (transnational crime). Adapun alasan atau faktor

eksternal tesebut meliputi :

a.

Menyadari Kejahatan Transnasional Merupakan Bentuk
Ancaman Keamanan Bersama?2

Tindak pidana yang bersifat transnasional telah
mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum bagi Indonesia
dan Malaysia yang mestinya dibutuhkan suatu kerja sama
bilateral dalam penganangan kasus tersebut karena upaya
penanggulangan dan pemberantasannya sulit dilakukan tanpa
suatu perjanjian atau kerja sama dan harmonisasi kebijakan
dengan pihak lain (Polis Diraja Malaysia Kontinjen Sarawak).
Membina kerja sama antar kepolisian dua negara merupakan
tujuan yang tepat dalam mencegah, memperoleh solusi yang
tuntas serta penyelesaian yang berkesinambungan karena
kejahatan tidak pernah mengenal ruang, batas dan waktu
sementara aparat penegak hukum memiliki keterbatasan wilayah
yurisdiksi yang diatur oleh undang-undang, tata cara
penyelidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan
sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP hanya berlaku
dalam yurisdiksi wilayah Republik Indonesia. Kerja sama aparat
penegak hukum (kepolisian) kedua belah pihak sangat
dibutuhkan dimana setiap negara memiliki perbedaan sistem
hukum dan prosedur acara pidana (hasil wawancara bersama
AKBP Syahrir Saharda, S.IK., M.Si.).
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Masalah Kejahatan Transnasional Sudah Mengancam
Kamtibmas, Stabilitas dan Keamanan Negara

Fenomena ragam kejahatan khusunya kejahatan lintas batas
(transnational crime) berdampak besar pada penurunan rasa aman
dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan ini mendestabilisasi
wilayah kedaulatan, keamanan suatu negara, meruksaknya
masyarakat sipil, sistem politik serta mengancam stabilitas
pembangunan ekonomi yang hakikatnya akibat dari transformasi
globalisasi yang pesat sehingga membuka jalur lalu lintas batas
negara semakin mudah untuk diakses dengan adanya bantuan
teknologi yang semakin berkembang. Implikasi globalisasi turut
mengarah pada penyalahgunaan untuk tujuan-tujuan kriminal
yakni transnational organized crime yang merupakan pelangaran
teritorial kedaulatan negara karena modus operasinya yang lintas
batas dan melibatkan banyak negara. Dalam hal ini, pentingnya
berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan Polis
Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak terutama dalam
memberatas kejahatan transnasional. Apalagi didukung oleh
perkembangan teknologi, kemudahan transportasi dan
perkembangan ekonomi dunia membuat kejahatan transnasional
yang terorganisir telah berkembang dengan petumbuhan yang
sangat pesat (hasil wawancara bersama Kompol Sri Sulasmini,
S.H., M.H.).
Menghadang Masuknya Kejahatan Transnasional Melalui
Jalur Darat Di Kawasan Perbatasan
Saat ini di perbatasan wilayah Kalimantan Barat terdapat

tiga pintu perbatasan resmi atau disebut dengan Pos Lintas Batas
Negara (PLBN) yang memiliki fasilitas CIQS (Custom,
immigration, quarantee, and security) yang beroperasi dengan
normal. Namun, dari hasil mapping Kepolisian Daerah

Kalimantan Barat terdapat 82 titik jalur ilegal tentunya menjadi
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permasalahan yang sangat perlu disikapi bersama oleh kedua
belah pihak. Dalam hal ini, Kepolisian Daerah (Polda)
Kalimantan Barat dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen
Sarawak perlu merumuskan bersama langkah-langkah yang
aplikatif dalam memberantas kejahatan dan memberikan signal
merah mengenai komitmen PDRM Kontinjen Sarawak dan Polda
Kalbar dalam mengawasi, pencegahan, dan menindaklanjuti serta
penegakan hukum bagi pelaku kejahatan lintas batas (diolah dari
hasil wawancara bersama AKBP Syahril Saharda, S.IK., M.Si.
dan Kompol Sri Sulasmini, S.H., M.H.).

Kepentingan utama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
dalam menanggulangi tindak kejahatan transnasional adalah
untuk mencegah arus masuknya tindak kejahatan lintas batas
tentunya dengan penangulangan secara komprehensif. Kepolisian
Daerah Kalimantan Barat juga terus berusaha untuk mendorong
pengarusutamaan kejahatan lintas batas (transnational crime)
yang masuk ke wilayah otoritas nya di berbagai forum kerjasama
Kepolisian kedua negara karena fenomena kejahatan
transnasional  telah  melanggar hukum negara yang
mengakibatkan kerugian negara, masyarakat dan korban
dilibatkan dalam kejahatan tersebut. Situasi demikian tentunya
menimbulkan berbagai masalah baru dalam negara sehingga
kerjasama bilateral yang terkoordinasi antar kedua kepolisian
sangat diperlukan (diolah dari hasil wawancara bersama AKBP
Syahril Saharda, S.IK., M.Si. dan Kompol Sri Sulasmini, S.H.,
M.H.).

D KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai kristalisasi atas pemaparan mengenai alasan

atau faktor pendorong Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menjalin
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kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak dalam

pemberantasan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan. Alasan atau

faktor pendorong Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menjalin kerjasama

pemberantasan kejahatan transnasional dengan PDRM Kontinjen Sarawak

dibagi dalam dua faktor di antaranya yaitu Internal :

1.

Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak
hukum melalui pelatihan, pendidikan, seminar, networking, joint
exercise serta kujungan muhibah dan koordinasi/mesyuarat timbal
balas kedua kepolisian.

Menghindari pengalihan beban dan tanggung jawab kepada pihak lain
sehingga membutuhkan kerjasama.

Memenuhi kebutuhan pertukaran informasi dan penanganan secara
konprehensif mengenai metode penyelidikan, modus operasi yang
dilakukan pelaku kejahatan, penerapan instrumen teknis baru dalam
pelatihan serta penggunaan teknologi modern dalam mendeteksi tindak
kejahatan transnasional.

Secara garis besar, maksud dari faktor internal adalah untuk mencapai

kepentingan instansi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, sehingga menjalin

kerjasama bilateral perlu dilakukan.

Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari :

1.

Menyadari bahwa kejahatan transnasional merupakan bentuk ancaman
keamanan bersama sehingga menjadi kepentingan bersama dalam
penanganaan dan pemberantasan kasus tersebut.

Permasalahan kejahatan transnasional sudah mendestabilisasi wilayah
kedaulatan, keamanan negara, meruksaknya masyarakat sipil, sistem
politik serta mengancam stabilitas pembangunan ekonomi yang
hakikatnya akibat dari transformasi globalisasi yang pesat sehingga
membuka jalur lalu lintas batas negara semakin mudah untuk diakses

dengan adanya bantuan teknologi yang semakin berkembang.
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3. Dibutuhkan kerjasama penanganan kejahatan transnasional yang
aplikatif di kawasan perbatasan darat Kalimantan Barat dan Sarawak
karena menjadi pintu utama masuk dan keluarnya tindak kejahatan.
Berdasarkan kesimpulan di atas tentunya masih perlu untuk diteliti kembali
yaitu :
1.  Efektivitas kerjasama koordinasi dan penanggulangan kejahatan
transnasional antara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Polis
Diraja Malaysia (PDRM) Kontinjen Sarawak,
2. Mengukur derajat kepatuhan (compliance) kerjasama koordinasi dan

penanggulangan kejahatan transnasional antar kedua belah pihak.
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